
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4 7  TAHUN 2 0 1 7

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI SEXRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang :  bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 9  Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan d a n  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Law., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata  Kerja Staf  Ahii Kabupaten
Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaum B a n g g a i U t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor 2 4 4 ,  Tambahan Lemba ran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai Laut  (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7,  Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI STAF
AHLI KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Masai 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang camaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah kabupaten Banggai Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang mcnjadi kewenangan daemh otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai taut.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupatcn

Banggai Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn

Banggai Laut.
6. Staf Ahli adalah Pcjahat yang mempunyai Keahlian di hidang

tertentu yang diangkat scbagai unsur pembantu Bupati dalam
pelaksanaan tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati dan secara administrstif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

BABm
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
(1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi

terhadap isu-isu stategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(21 Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli,

dapat dibentuk 1 (Satu) Sub bagian tats usaha pada bagian
yang membidangi urusan umurnitata usaha.

BAB I V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi Sta f  Ahli Sekretariat Daerah Kabupatcn
Banggai Laut terdiri atas:
a. Staf Ahli Pemerintahan dan Hukum;
b. Staf Ahli Ekonnmi dan Pembangunan;
c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan

Kesejahteraan Masyarakat;

1



BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGS!

Baiglan Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pasal

(11Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukurn mempunyai tugas
memberikan Pemik i ran ,  s a r a n ,  m a s u k a n ,  melaksanakan
monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang Pemerintahan dan
llukum s e r t a  mcmberikanan te laahan d a n  pertimbartgan
mengenai masalah-masalah strategis da lam penyelenggaraan
pemerintah daerah, yang meliputi:
a. pengembangan s e r t a  p e n i n g k a  tan p e n y e l e n g g a  ran n

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
b. administrasi Pemerintah©n Daerah dan Administrasi Umlaut;
c. kerjasama antar daerah;
d. pertanahan/keagrariaan dart batas wilayah;
e. administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
C. ketentraman dan ketertiban;
g. penyelenggaraan pelayanan publik;
h. kclembagaan dan keinspektoratan;
i. pembinaan pedagang kaki lima;
j. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan polisi pamong

praja;
k. hukum dan peratumn perundang-undangan;
1. pencgakan hukum dan masalah hak asasi manusia;
rn. penyelesaian sengketa Pemerintahan Daerah;
n. pemerintah kecamatan dan kelurahan; dan
o. pcmbinaan kehidupan berhangsa, bernegara dan perlindungan

rnasyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Staf Ahli Bupati bidang pemerintahan dan hukum, melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan-bahan d a n  d a t a  t e r k a i t  dengan

perkembangan situasi pemerintahan dan ltukum sebagai bahan
telaahan;

b. melakukan monitoring situasi d a n  kondisi y a n g  terjadi
dimasyarakat terkait dengan dinamika d a n  perkembangan
dibidang pemerintahan dan hukum;

c. mclakukan telaahan d a n  analisa terhadap dampak yang
ditimbulkan oleh dinamika perkcrnbangan pemerintahan dan
hukum y a n g  berpengaruh t e r h a d a p  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang pemerintahan
dan hukum untuk disampaikan kepada bupati sebagai bahan
perrimhangan kebijakan yang perlu diambil dart dilaksanakan
oleh Pernerintahan Daerah.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Ilukum mempunyai fungsh:
a_ menyusun rencana kerja rahunan staf ahli bidang pemerintahan

dan hukum;
b. menyusun telaahanfIcajianipertirnbartgan rekomendasi dalam

proses pengambilart urusan Pemerintahan Daerah bidang
pemerintahandanhukum;

c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan hukum;

d. mcnyia.pkan bahan keperluan rapat bupati bidang pemerintaha▶n
dan hukum;

e. menyusun laporan atas pelaksanaan tugas staf ahli bupati
bidang pemerintahan dan hukum; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Staf Mill Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 6
(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

memberikan Pemikiran,  saran, melaksanakan monitoring dan
evaluasi kebijakan dibidang Ekonomi dan Pembangunan serta
memberikanan telaahan dan pertimbangan mengenal masalah-
masalah strategis dalam penvelenggaraan Pemerintah Daerah yang
meliputi:
a. pengembangan potensi ekonomi daerah;
b. perekonornian penanaman modal dart pelayanan terpadu;
c. peningkatan sektor perindustrian, perdagangan den :visa;
d. ketenagakerjaan, koperasi dan ukm;
e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. perencanaan dan pembangunan daerah;
g. pekerjaan UMUM dan penataan ruang perkotnan;
h. pengembangan prsaruna dun sarana fisik perkntaan;
i. pengembangan transportasi perhubungan; dan
j. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan melakukan
langkah-langkah sebegai berikur:
a. mengumpulkan bahan-bahan d a n  d a t a  te rka i t  dengan

perkembangan situasi ekonomi d a n  pembangunan sebagai
bahan telaahan;

b. melakukan monitoring situasi d a n  kondisi y a n g  terjadi
dimasyarakat terkait dengen dinamika d a n  perkembangan
dibidang ekonomi dan pembangunan;

c. melakukan telaahan d a n  a.nalisa terhadap dampak yang
ditimbulkan o l e h  dinamika perkembangan ekonomi d a n
pembangunan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah;



d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang ekonomi dan
pcmbangunan u n t u k  disampaikan kepada Bupati  sebagai
bahan pertiznbangan kebijakan y a n g  per lu  diambil  dean
dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagairnana dima.ksud pada
ayat (1), Stat. Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai
fungsi:
a. menyusun rencana kerja rahunan staf Falb bidang Ekonomi dan

Pembangunan;
b. mcnyusun telaahanikajianipertimbangan rekomendasi dalam

proses pengambilan urusan Pemerintahan Daerah bidang
Ekonomi dan Pembangunan;

c. mclakukan evaluasi terhadap pelaksana,an kebijakan urusan
Pemerintahan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan;

d. mcnyiapkan bahan keperluan rapat bupati bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

e. menyusun laporan atas pclaksanaan tugas staf  ahli bupati
bidang Ekonomi dan Pembangunan; dun

f. inelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya

Manusia dan Kesejabteraan Rakyat

Pasal 7
(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan

Kesejahtcraan Rakyat mcmpunyai tugas membcrikan Pernikiran.
saran, me/aksartakan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang
Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
serta memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-
masalah strategis dalam penyelenggaraan Pernerintalt Daerah yang
meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan;
b. penyelenggaraan kesehatan;
c. kepegawaian dan sumber daya manusia;
d. kearsipan dan perpustakaan;
e. sosial, kcagamaan dan kcsejahtcraan rake_ at;
F. kepemudaan dan olahraga;
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
h. penanggulangan kebakaran dan bencana;
i. pengendalian penduduk dan keluarga bereneana;
j. pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
k. pengembangan potensi budaya dnernh;
1. pengembanga.n kepariwisataan.  e k o n o m i  k r e a t i f  d a n

infrastruktur kcpariwisataan;
m. humas dart keprutukolan; dan
n_ tatalaksana dan perdayagunaan aparatur.



(3)

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan
Kesejahtenian Rakyat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan-bahan d a n  d a t a  t e rka i t  dengan

perkembangan situasi kernasyarakatan, sumber daya manusia
dan kesejahtaraan rakyat sebagai bahan telaahan;

b. rnelakukan monitoring situasi d a n  kondisi  y a n g  terjadi
dimasvarakat terkait dengan dinarnika d a n  perkembangan
dibidang kemasyarakatan, s u m b e r  d a y a  m a n u s i a  d a n
kesejahtaraan rakyat;

c. melakukan teLaaha.n d a n  analisa terhadap durnpak yang
ditimbulkan oleh dinamika perkembangan kemasyarakatan,
sumber d a y a  manusia  d a n  kesejahtaraan r a k y a t  y a n g
berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang kemasyarakatan,
sumber d a y a  manusia d a n  kesejahtaraan rakya t  u n t u k
disampaikan kepada bupat i  sebagai bahan  pertimbangan
kebijakan y a n g  p e r l u  d iambi l  d o n  dikksanakan o k h
Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada
ayat (I), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia
dan Kescjahtcraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kerja tahunan staf ahli bidang Ekonorni dan

Pembangunan;
h. menyusun telaahan/kajian/pertimbangan rekomendasi dalam

proses pengambilan urusan Pemerintahan Daerah bidang
Ekonomi dan Pernbangunan;

c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan urusan
Pemerintahan Daerah bidang Ekonorni dan Pembangunan;

d. menyiapkan bahan kcperluan rapat bupati bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

c. mcnyusun laporan atas pelaksanaan tugas staf  ahli bupati
bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrnsi, simplikasi, sinkronisasi dan Konsultasi secara
vertikal serta horizontal antar Pemerintah Daerah atau satuan
organisasi di lingkungan Pernerintah Daerah serta dengan instonsi
lain di luar Pemerintahan Daerah.

(2) Staf Ahli Bupati wajib melakukan kajian balk atas perintah Bupati
maupun alas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan
clisampaikan kepada Bupati berupa telaahan St.af setiap bulannya
atau setiap waktu cliperlukan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada scat Peraturan Bupati in i  mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tuga5, Fungi dan
Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerdh Kabupaten Banggai Laut Tahun
2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak txTlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati  i n i  mulai  herlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

Diundangkan di Banggai
pada tanggal ;  X 4 5 1 )

SEKRETARIS DAERAH
KA13UPA E  BANGGAI LAUT, t-

/

,ORQA,BUDDIN)1A6- LI

Ditetapkan di Banggai
pada tnnggal 1 3  3kAor

i(BUPATI BANGGAI LAUT,

7
WENNY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR


